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Abstrak
 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum maka peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus

dituangkan dalam Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun apabila

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang belum dipenuhi maka dapat dibuat Perjanjian Pengikatan

Jual Beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan. Dalam kenyataannya, PPJB sering disalahgunakan untuk

menutupi perbuatan hukum yang tidak seharusnya dilakukan guna mengalihkan kepemilikan hak atas tanah,

yaitu melalui pencantuman klausula “membeli kembali” sebagaimana ditemukan dalam kasus yang ada pada

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 215/PDT/2021/PT.SMG.  Permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini adalah berkaitan dengan akibat hukum dari PPJB yang mengandung klausula “membeli

kembali” serta tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli (AJB) berdasarkan PPJB yang

mengandung klausula “membeli kembali”. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan untuk menjawab kedua

masalah tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen (kepustakaan), selanjutnya

dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, akibat

hukum dari PPJB yang mengandung klausula “membeli kembali” menurut putusan hakim a quo adalah sah

dan mengikat. Namun putusan tersebut tidak tepat, karena PPJB dengan klausula “membeli kembali” tidak

dikenal dalam Hukum Adat, selain itu juga merupakan suatu penyelundupan hukum yang menjadikan isi

PPJB tersebut mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, kausa terlarang, dan pelanggaran iktikad baik

sehingga  mengakibatkan PPJB menjadi cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum. Adapun AJB yang

dibuat berdasarkan PPJB semacam itu juga menjadi tidak sah, terlebih dalam pembuatan AJB di hadapan

PPAT pihak penjual tidak dihadirkan, oleh karena itu AJB tersebut tidak memenuhi syarat formiil sehingga

harus dinyatakan batal demi hukum; Kedua, tanggung jawab PPAT dalam pembuatan AJB berdasarkan

PPJB yang mengandung unsur cacat hukum adalah tanggung jawab secara perdata. Hal ini disebabkan

karena PPAT telah lalai dalam membuat AJB tanpa memperhatikan keabsahan dokumen yang berkaitan

dengan AJB, selain itu juga tidak dihadirkannya salah satu pihak pada saat pembuatan AJB. Namun PPAT

dalam kasus yang ada dalam putusan a quo telah meninggal dunia sehingga pertanggungjawaban secara

perdata yang harus ditanggung oleh PPAT menjadi gugur.

......In order to provide legal certainty, the transfer of land rights through buying and selling must be stated in

the Sale and Purchase Deed before the Land Deed Making Officer (PPAT). However, if the requirements

specified by law have not been met, a Sale Purchase Agreement (PPJB) can be made as a preliminary

agreement. In reality, PPJB is often misused to cover up legal actions that should not have been taken to

transfer ownership of land rights, namely through the inclusion of a “buy back” clause as found in the case

in the Semarang High Court Decision Number 215/PDT/2021/PT. SMG . The issues raised in this study are

related to the legal consequences of the PPJB which contains a "buy back" clause and the PPAT's
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responsibility in making a sale and purchase deed (AJB) based on the PPJB which contains a "buy back"

clause. This doctrinal legal research was conducted to answer these two problems. Secondary data collected

through document study (library), then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, several

things can be stated as follows: First, legal consequences of the PPJB which contains a "buy back" clause

according to the judge's decisiona quo is valid and binding. However, this decision is not correct, because

the PPJB with the "buy back" clause is not recognized in customary law, besides that it is also a law

smuggling which makes the contents of the PPJB contain elements of misuse of circumstances, prohibited

causes, and violations of good faith so that the PPJB becomes legally flawed and should be null and void. As

for AJB made based on such PPJB also becomes invalid, especially in the making of AJB before the PPAT

the seller is not presented, therefore the AJB does not meet the formal requirements so it must be declared

null and void; Second, PPAT's responsibility in making AJB based on PPJB which contains elements of

legal defects is a civil responsibility. This was because the PPAT had neglected to make the AJB without

regard to the validity of the documents related to the AJB, besides that one of the parties was not present at

the time the AJB was made. But PPAT in the case that is in the decisiona quo has passed away so that the

civil liability that must be borne by the PPAT is null and void.


